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MOTO

In the end, we only regret the chances we didn’t take.
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ABSTRAK

Eka Tiara Septiani. Januari 2024. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
KASUS MUTILASI GENITAL PEREMPUAN. Skripsi, Program Sarjana
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46
halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H..

Indonesia pernah memiliki peraturan menteri yang mengatur mengenai sunat
perempuan, disertai prosedur dan hal yang dilarang selama proses sunat
perempuan. Namun kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014
mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MEN-KES/PER/XI/2010
tentang Sunat Perempuan. Akibatnya kini tidak ada lagi aturan yang mendasari
proses sunat perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hukum ini
membahas mengenai perbandingan hukum pidana kasus mutilasi genital
perempuan di Indonesia dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri
melarang praktik mutilasi genital perempuan dengan alasan apapun sejak tahun
1996 melalui Title 18 United States Code Part 1 Chapter 7 Section 116 - Female
Genital Mutilation. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan
membandingkan hukum pidana terkait mutilasi genital perempuan di Indonesia
dan Amerika Serikat agar menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif
berdasarkan literatur dan aturan hukum yang ada.

Mutilasi genital perempuan di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum
terkait prosedur pelaksanaanya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang sudah
melarang keras praktik ini di dalam negeri maupun membawa seseorang ke luar
wilayah Amerika Serikat untuk menjalani mutilasi genital perempuan. Tindakan
tersebut diancam dengan pidana denda dan/atau penjara.

Kata kunci (keyword): perbandingan, pidana, mutilasi genital perempuan
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RINGKASAN

Eka Tiara Septiani. Januari 2024. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
KASUS MUTILASI GENITAL PEREMPUAN. Skripsi, Program Sarjana
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45
halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H..

Mutilasi genital perempuan adalah tindakan pelukaan atau pemotongan sebagian
atau keseluruhan dari bagian luar genital perempuan, atau jenis pelukaan lain
tanpa alasan medis. WHO sendiri mengkategorikan mutilasi genital perempuan
dalam empat kategori. Dalam tingkat yang lebih serius, labia dijahit hingga hanya
menyisakan lubang kecil. Dalam masyarakat, tujuan dari mutilasi genital
perempuan lebih condong kepada keyakinan dalam usaha mengontrol hasrat
perempuan agar terjaga perilakunya, terlihat cantik, klitoris tidak tumbuh
memanjang, dan lebih mudah saat melahirkan. Nyatanya klaim tersebut hanya
didasarkan pada keyakinan semata tanpa ada dasar penelitian medis sama sekali.
World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa mutilasi genital
perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dikecam
karena dapat menimbulkan masalah kesehatan, pendarahan berlebih, hingga
kematian. Terkait dampak yang ditimbulkan oleh mutilasi genital perempuan atau
sunat perempuan yang bisa berujung pada masalah kesehatan jangka panjang atau
bahkan kematian, perlu diteliti kembali tentang hukum pidana terkait kasus
mutilasi genital perempuan di Indonesia dan perbandingannya dengan Amerika
Serikat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan
mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait dari studi dokumen yang relevan
dengan topik Perbandingan Hukum Pidana Kasus Mutilasi Genital Perempuan.
Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai praktik mutilasi genital perempuan baik di Indonesia dan Amerika
Serikat. Bahan hukum di Indonesia diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, dan peraturan menteri terkait sunat perempuan. Bahan hukum
dari Amerika Serikat diambil dari Title 18 United States Code Part 1 Chapter 7
Section 116 - Female Genital Mutilation dan Title 18 United States Code Part 1
Chapter 7 Section 113 - Assaults within maritime and territorial jurisdiction.
Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yaitu dengan membandingkan
hukum pidana terkait mutilasi genital perempuan di Indonesia dan Amerika
Serikat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan terkait regulasi
mutilasi genital perempuan di Indonesia dan Amerika Serikat.

Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 memuat persyaratan dan prosedur
sunat perempuan di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2). Permintaan dan persetujuan
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perempuan yang disunat juga menjadi salah satu syarat sunat perempuan boleh
dilakukan menurut peraturan menteri ini selain dari persetujuan orang tua atau
wali. Terdapat pula pasal 5 ayat (2) yang mengatur mengenai hal yang dilarang
dalam sunat perempuan seperti mengkauterisasi klitoris, memotong atau merusak
klitoris baik sebagian atau seluruhnya, dan memotong atau merusak labia minora,
labia majora, hymen atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun
seluruhnya.

Namun Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Permenkes Nomor
1636/Menkes/Per/XII/2010 telah dicabut sehingga tidak ada lagi landasan hukum
terkait tata cara sunat perempuan di Indonesia. Selain itu, kedua peraturan
tersebut tidak memuat sanksi pidana jika praktik mutilasi genital perempuan atau
sunat perempuan tidak dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang sempat
berlaku. Hanya terdapat arahan untuk pengambilan tindakan administratif
terhadap tenaga kesehatan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pasal 8 Permenkes Nomor
1636/Menkes/Per/XII/2010. Akibatnya kini terjadi kekosongan hukum terkait
pelaksanaan mutilasi genital perempuan di Indonesia yang tidak sesuai dengan
standar.

Amerika Serikat tidak memperbolehkan praktik mutilasi genital perempuan di
dalam wilayah yurisdiksinya, dengan alasan apapun, maupun membawa
perempuan ke luar wilayah Amerika Serikat untuk menjalani proses mutilasi
genital perempuan. Hal ini tercantum dalam Title 18 United States Code Part 1
Chapter 7 Section 116 - Female Genital Mutilation. Terdapat ancaman pidana
serius berupa pidana denda dan penjara maksimal sepuluh tahun bagi siapapun
yang melakukan praktik ini terhadap perempuan.

Indonesia belum siap untuk melarang praktik mutilasi genital perempuan karena
besarnya demografi Muslim yang menetapkan sunat perempuan sebagai praktik
yang sunnah, maka hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan tata cara
dan prosedur medis sebagai patokan tenaga medis melakukan sunat perempuan.
Hingga kini belum ada sanksi pidana terhadap pelaku mutilasi genital perempuan
di Indonesia. Sanksi pidana dapat dibentuk guna mencegah praktik mutilasi
genital perempuan yang mengancam kesehatan perempuan. Sedangkan di
Amerika Serikat sendiri pidana denda dan penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun
diancamkan kepada siapapun yang membantu terlaksananya mutilasi genital
perempuan.
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